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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Sebelum diatur 

dalam Undang-Undang tersebut, hukum perkawinan diatur terlebih dahulu dalam 

beberapa aturan yang terurai dalam beberapa bentuk, dimulai sejak era kolonial 

Belanda, di mana pada saat itu terjadi pembedaan golongan penduduk menjadi 3 

golongan2, yaitu golongan Eropa 3, golongan Timur Asing 4, golongan Bumiputra. 

Politik hukum terhadap golongan tersebut mempengaruhi pula beragamnya 

keberlakuan norma hukum di Indonesia termasuk dalam lingkup hukum 

 
1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Kemudian terdapat revisi pada 

Pasal 7 dan penambahan redaksi Pasal yaitu Pasal 65 A dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
2 Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling), Stb 1855 Nomor 2. 
3 Golongan Eropa ialah Seluruh orang Belanda dan keturunannya, seluruh orang Eropa, 

Warga Negaara Jepang, Negara Lain yang hukum keluarganya sama dengan Hukum Belanda (asas 

monogami). Pasal 163 IS ayat (2) (Indische Staatsregeling), Stb 1855 Nomor 2. 
4 Golongan Timur Asing ialah Tionghoa dan bukan Tionghoa. Pasal 163 IS ayat (4) 

(Indische Staatsregeling), Stb 1855 Nomor 2. 



 
 

1 
  

Perkawinan, yaitu seperti Hukum Islam, Hukum Adat Indonesia, atau Burgerlijk 

Wetboek yang berlaku bagi keturunan Eropa. 5  

 
5 Hibnu Nugroho Paradigma Penegakan HukumDi Indonesia Dalam Era Global. Jurnal 

Hukum Proticia, Oktober 2008, Volume 26 No. 4. Hlm. 372.  
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Di masa ini atau setidaknya mulai dari pasca kemerdekaan, terdapat 

beberapa norma hukum yang mengatur tentang perkawinan. Di awali dengan 

keberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan (selanjutnya 

disingkat menjadi UUP) yang pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun  1975.6 Adapula pengaturan tentang perkawinan lainnya 

setelah keberlakuan UUP, yaitu seperti adanya Kompilasi Hukum Islam yang 

mulai berlaku sejak adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam serta beberapa redaksi yang tetap mengacu ataupun 

dipakai sebagai landasan hukum dalam KUHPer7. Hal tersebut terjadi semata-

mata untuk mengisi kekosongan hukum di masyarakat. 

Pemenuhan kebutuhan di lingkup Peradilan Agama salah satunya tampak 

dalam hal proses putusnya suatu ikatan perkawinan, baik itu dalam bentuk 

perceraian, kematian  atau atas putusan pengadilan.8 Meskipun demikian, terdapat 

pula mekanisme lain dalam proses putusnya suatu ikatan perkawinan, yaitu 

pembatalan perkawinan. Redaksi pasal yang mengatur tentang pembatalan 

perkawinan9 memang dibuat terpisah dari BAB yang mengatur tentang putusnya 

perkawinan dalam UUP. 10 

 
6 Umar Harris & Aunur Rahim, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : Gama Media, 

2017. Hlm. 3. 
7Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, diumumkan dalam 

lembaran negara atau Staatsblad 1847 No. 23. Beberapa Buku memakai istilah KUHS (Kitab 

Undang-Undang Hukum Sipil). Lihat dalam C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 

Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986. Hlm. 209.  
8 Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 
9 Ibid. Pasal 22-28. Lihat juga Pasal 70 - 76 Kompilasi Hukum Islam. 
10 “BAB VII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya”, dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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Walaupun pada dasarnya terdapat persamaan definisi antara pembatalan 

perkawinan dan perceraian.11 Namun pembatalan perkawinan sendiri tentunya 

memiliki aspek yang berbeda dari mekanisme perceraian, perbedaan tersebut 

antara lain meliputi sebab-sebab atau syarat-syarat pengajuan pembatalan 

perkawinan, dimana dalam pembatalan perkawinan terdapat pihak-pihak lain yang 

memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pembatalan, seperti keluarga atau 

petugas pengawas perkawinan.12 Sedangkan dalam hal sebab atau syarat 

pembatalan perkawinan, terdapat perbedaan, contohnya ialah adanya aspek salah 

sangka antara suami istri seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUP.13 

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh seorang suami istri kepada 

pengadilan agama apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam Pasal 

27 Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila perkawinan tersebut dilaksanakan 

di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila selama perkawinan 

tersebut telah berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri seorang suami atau 

istri. Pembatalan perkawinan yang telah memiliki putusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak 

pernah terjadi dan para pihak yang melakukan pembatalan perkawinan tidak akan 

 
11Persamaan ialah keduanya harus dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang 

berkukatan hukum tetap. Lihat Tentang Pembatalan Nikah dan Perceraian oleh Letezia Tobing 

dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian-

lt55da9df734a73#_ftn1, diakses pada 28 Desember 2021 pukul 20.00 WIB.  
12 Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Yang dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan adalah : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan 

kebawah dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang mengawasi 

pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. d. para pihak yang berkepentingan yang 

mengetagui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Islam dan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67” 
13 Lihat juga Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Seorang suami atau 

isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu 

berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”  
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memiliki status janda ataupun duda, melainkan sebagai warga negara yang belum 

pernah melaksanakan perkawinan sama sekali.  

Aspek salah sangka tersebut dapat dilihat pula dalam Putusan Pengadilan 

Agama Yogyakarta Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK. Bahwa di dalam Putusan 

Pengadilan tersebut Pemohon salah sangka terhadap Termohon mengenai jati diri 

dan kondisi kehidupan Termohon seperti kondisi perekonomian dan pekerjaan 

Termohon, jati diri Termohon mengenai pengetahuan Agama, dan juga mengenai 

status dan kondisi keluarga Termohon, Perasaan salah sangka ini diawali dengan 

termohon yang pisah rumah dengan pemohon selama hampir kurang lebih 4 tahun 

lamanya, dan hanya mengunjungi pemohon sesekali. Kemudian pemohon mulai 

menyadari bahwa selama ini pemahamannya terhadap status dan jati diri 

termohon adalah keliru, atau pemohon salah sangka terhadap kondisi 

perekonomian dan pekerjaan termohon. Di lain sisi, pemohon juga salah sangka 

terhadap pengetahuan agama dan umum dari termohon. Perasaan keliru atau salah 

sangka pemohon dikuatkan pula dengan bukti bahwa sejak pisah rumah selama 

kurang lebih 4 tahun, termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai suami.  

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan, pemohon menyangkakan 

bahwa termohon telah melanggar dan memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) 

UUP dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Redaksi Pasal terebut 

mempunyai akibat hukum yaitu pembatalan perkawinan. Hakim kemudian 

membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 20 Juni 

2020 yang didasari atas-atas dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon serta 
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termohon, begitupula dengan termohon yang merasa tidak keberetan atas 

pengajuan pembatalan perkawinan tersebut.   

Hal demikian seringkali terjadi dikalangan masyarakat pada masa ini,14 

terutama pada pasangan muda yang baru saja melangsungkan perkawinan. 

Masifnya fenomena putusnya suatu ikatan perkawinan pada pasangan muda15 dan 

berbagai dinamika dari sebab-sebab pembatalan perkawinan tersebut memotivasi 

penulis untuk meneliti sekaligus menjelaskan tentang aspek hukum dari 

pembatalan perkawinan. Berdasarkan uraian umum dalam latar belakang ini, 

maka penulis bermaksud menulis skiripsi dengan judul “ASPEK HUKUM 

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH SANGKA DALAM 

PUTUSAN NOMOR XXX/PDT.G/2019/PA.YK”. 

B. Rumusan Masalah 

Mengingat latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah 

yang diajukan yaitu:  

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang salah sangka sebagai alasan 

pembatalan perkawinan menurut UUP dan KHI dalam putusan Nomor 

XXX/Pdt.G/2019/PA.YK ? 

2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hak dan 

kewajiban suami istri serta harta bersama dalam putusan Nomor 

XXX/Pdt.G/2019/PA.YK ? 

 
14 Yang dimaksud penulis dengan ‘masa ini’ ialah masa sekitar pasca keberlakuan UUP 

sampai saat penulisan skripsi ini, atau setidak-tidaknya 20 tahun kebelakang. 
15 Ribuan Pasangan Muda di Indramayu cerai tahun 2001: Usia Perkawinan dibawah 5 

Tahun ditulis oleh Erik S. Dalam https://www.tribunnews.com/regional/2022/01/07/ribuan-

pasangan-muda-di-indramayu-cerai-tahun-2021-usia-pernikahan-di-bawah-5-tahun  
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C. Tujuan Penelitian  

Kesadaran dan perdebatan mengenai isu-isu yang disebutkan menyebabkan 

ditetapkannya tujuan penelitian berikut.:  

1. Untuk memberikan uraian yang menjelaskan dan menganalisis tentang 

salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut UUP dan 

KHI dalam putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK. 

2. Untuk memberikan penjelasan dan menganalisis terhadap akibat hukum 

dari pembatalan perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri serta 

harta bersama dalam putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis  

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberi gambaran serta 

masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia terutama bagi para 

praktisi hukum, para advokat, dan/atau bagi pengadilan agama yang 

berwenang dalam menyelesaikan segala masalah perkawinan.  

2. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum dan menjadi bahan 

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih 

mendalam, khususnya mengenai aspek hukum pembatalan perkawinan 

karena salah sangka. 
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E. Ruang Lingkup  

Penelitian yang mendefinisikan keterbatasan penelitian ini dan berfokus 

pada isu-isu dan topik penelitian tertentu merupakan ruang lingkup penelitian ini. 

Adapun penelitian dengan “Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Salah 

Sangka Dalam Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK” ini dibatasi ruang 

lingkup permasalahan pada bentuk akibat hukum terhadap para pihak yang ingin 

melakukan pembatalan perkawinan melalui penjabaran terhadap norma yang 

diatur dalam KUHPer, UUP, dan KHI. 

F. Metode Penelitian 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan 

penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, menggembangkan dan menguji 

suatu pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan 

metode tertentu.16 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian 

normatif yaitu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk 

mendapatkan jawaban, kajian utamanya adalah norma-norma hukum 

yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, serta bahan-bahan 

 
16 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2003. Hlm. 

42.   
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hukum yang berhubungan dengan peraturan17 yang terkait dengan Aspek 

Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka Dalam Putusan 

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ialah cara mengadakan suatu penelitian atau 

suatu metode.18 Untuk memberikan uraian serta  menjawab permasalahan 

di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan:  

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)  

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – 

undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani.19 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

3) Kompilasi Hukum Islam 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk mengkaji bagaimana 

norma atau prinsip hukum positif diterapkan sedemikian rupa 

sehingga sejalan dengan praktik profesi hukum, melalui kasus-

kasus yang telah terjadi untuk memperoleh gambaran terhadap 

dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam 

 
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010. Hlm. 35. 
18 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media 

Publishing, 2005. Hlm. 300. 
19 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2007. Hlm. 96. 
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praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan 

masukan sebuah permasalahan hukum.20 Penulis menggunakan 

pendekatan kasus sebagai alat analisa dalam memahami Aspek 

Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka Dalam 

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.YK. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan, 

bahan-bahan hukum dalam penggunaan skripsi ini meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan 

yakni: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan; dan 

3. Kompilasi Hukum Islam 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

ataupun pentunjuk mengenai bahan hukum primer seperti21 : 

 
20 Jhonny Ibrahim, Op. cit. Hlm. 17.   
21 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Pengantar Suatu Penelitian, Jakarta, PT. Grafindo 

Persada, 2001. Hlm. 13. 
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a. Buku-buku yang mengulas aspek-aspek ilmu hukum;  

b. Hasil-hasil penelitian hukum dalam bentuk artikel ilmiah 

maupun jurnal ilmiah dalam bidang hukum;  

c. Kamus hukum, majalah, berita atau koran hukum  

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti kamus hukum, 

kamus besar bahasa indonesia (KBBI), majalah indeks, internet dan 

lain-lain.22  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah kepustakaan (library research), yaitu metode pengumpulan bahan 

hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-

buku, literatur-literatur, hasil penelitian, dan dokumentasi yang berkaitan 

dengan masalah.23 Studi dokumenter atau pustaka merupakan studi yang 

mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan 

dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen masalah-

masalah hukum yang sudah ada dan dibukukan.24 

 

 

 
22 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Hlm 157-158 
23 Bambang Sunggono, Op. cit. hlm. 114. 
24 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Desertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hlm. 19.   
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5. Analisis Bahan Hukum  

Menganalisis bahan hukum pada penelitian normatif analisis bahan 

hukum lebih mengandalkan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu 

penggunaan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan 

tentang pokok bahasan untuk mencapai kesimpulan dari setiap 

permasalahan25 dalam tulisan ini yaitu mengenai Aspek Hukum 

Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka Dalam Putusan Nomor 

XXX/Pdt.G/2019/PA.YK. 

6. Penarikan Kesimpulan 

  Konsolidasi informasi dan analisis yang dilakukan dalam kerangka 

konseptual menghasilkan kesimpulan. Tesis ini bertumpu pada penalaran 

deduktif, yaitu proses menyimpulkan kesimpulan dari konsep umum ke 

konsep khusus.26 Proses ini dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-

pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam 

menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat 

umum.27 

 
25 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo,2004. Hlm. 177.   
26 Amirudin dan Zainil Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 2014. Hlm. 18. 
27 Peter Mahmud, Op. cit. Hlm. 33 
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